Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 253/Pdt.G/2018/PA.LPK

s 2 )}n ¢ ,
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :
Absah binti Baharuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan asisten rumah tangga, warganegara
Indonesia, tinggal di Jalan Pantai Labu (depan ruko Ruslan),
Dusun Ill, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu,
Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
lawan

Kholidan bin Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia,
tinggal di Jalan Pantai Labu (depan Mesjid), Dusun II, Desa
Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli
Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti
tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 1 Februari 201 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 2
Februari 201, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
tanggal 02 Mei 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai
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Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
243/07/V/2010 tertanggal 03-05-2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun Il Deli Lama
(dekat rumah orang tua Tergugat) dan terakhir Penggugat dengan
Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat
Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:

a. Alvawi, laki-laki, lahir 18-04-2011;
b. Suci Wulandari, perempuan, lahir 16-07-2012;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang sulit diatasi sejak awal bulan Agustus tahun 2016;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena:
a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi
biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga;
b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain;
C. Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat, tidak
mandiri dan lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat
dibanding
Penggugat sebagai isteri bahkan orang tua Tergugat sering ikut
campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan
dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, melakukan
kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
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7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Oktober 2016 hingga saat
ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal,
dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang
jelas dan tinggal dikediaman bersama orang tua Tergugat pada alamat
Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama orang

tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 3 bulan lamanya,

maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana
sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cg. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Kholidan bin Ismail)

terhadap Penggugat; (Absah binti Baharuddin,);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah
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menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan
saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai
dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya
untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka  pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu
membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka tidak dapat didengar Kketerangannyal/jawabannya atas gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi
di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/07/V/2010 tanggal 3

Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai

secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti

P.1);

B. Bukti saksi :
1. Cok Sandy bin Arsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun |IlI, Desa Denai Lama,
Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri,
yang menikah pada tahun 2010 yang lalu di Kecamatan Pantai Labu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di
rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sewa dan
terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di sebelah rumah
saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada sudah dikaruniai dua orang
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Terrgugat yang saksi
ketahui pada awalnya rukun dan damai;

- Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan
Teergugat mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi ada 3 Kali melihat dan mendengar langsung
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena
Tergugat malas kerja dan jarang memberikan belanja kepada
Penggugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya daripada kata-
kata Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjaddi maka antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober
2016 dan sampai sekarang sudah pisah rumah lebih 1 tahun
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berulang kali menasehati
dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
lagi dirukunkan, karena Penggugatpun tidak ingin rukun damai lagi

dengan Tergugat;
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- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah lagi didamaikan karena Penggugat sudah tidak mau lagi
berdamai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat
karena Tergugatpun tidak mau lagi untuk rukun damai dengan
Penggugat;

2. Jamilah binti Jahir, umur 50 tahun, agama lIslam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun lll, Desa Denai
Lama, Kecamatan pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang menikah pada tahun 2010 yang lalu

- Bahwa setelah menikah mula-mula tingga di rumah saksi lebih kurang
satu minggu, kemudian pindah ke rumah sewa dan terakhir pindah
nke rumah yang saksi bangun di sebelah rumah saksi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya berjalan harmonis;

- Bahwa sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi seringi melihat dan mendengar pertengkaran yang
terjaddi antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan
Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat malas kerja dan Tergugat jarang memberikan
belanja kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh lagi dengan
perempuan lain selain itu Tergugat lebih mendengarkan perkarataan
orang tuanya daripada perkataan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Oktober 2016 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
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- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat sebelum pisah rumah akan tetapi tidak berhasil dirukunkan
karena sama-sama tidak mau lagi untuk berdamai antara Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat
karena sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;;

Menimbang, bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah
diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampakan kesimpulannya tetap
dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap
dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh
karenannya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan
nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena

Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi
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sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan
Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi
perselisihan dan percekcokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat
ternyata bahwa antara Penggugat dengaan Tergugat sudah terikat dalam
suatu perkawainan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang
relevan dan berkepantingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat
tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara
sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan
yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah
cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan telah
menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 2 Mei 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 243/07/V/2010 tanggal 3 Mei 2010;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua
orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu
dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-
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saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu
kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di
bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan
dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai
sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang
memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah
tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi sebagai berikut :
Jezg Ledl loiSoui) lojl pSumail o oS) 81> Ol ail oo

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
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dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan
tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah
tangganya sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan
kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut
diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya
apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka
gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk
mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana bunyi Pasal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Kholidan bin Ismail)

terhadap Penggugat (Absah binti Baharuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini yang

hingga kini sejumlah Rp. 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal
26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu
Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis,S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Emmabhni, S.H.,M.H. Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00

2. Biaya proses Rp. 50.000.00

3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 345.000.00

4. Biaya redaksi Rp. 5.000.00

5. Meterai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 436.000.00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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